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Fenomena Masih Belum Optimalnya penyelenggaraan
reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah dapat
disebabkan oleh Masih Rendahnya nilai capaian indeks SPBE.
Hal ini berdasarkan Hasil Evaluasi KemenPAN RB atas

2021 sesuai surat KemenPAN RB Nomor : B/311/RB06/2022
Tanggal 7 Maret 2022, menunjukkan capaian Indeks RB

bahwa Implementasi SPBE yang telah terintegrasi dan mampu
mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang
lebih cepat dan efisien.

aan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lumajang Tahun

Lumajang Tahun 2021. Berdasarkan PermenPANRB
6 tahun 2020 BAB Il halaman 23 juga menunjukkan

Fenomena Masih Rendahnya nilai
capaian indeks SPBE dapat disebabkan
oleh Belum optimlanya pemanfaatan
TIK dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik.
Hal tersebut sesuai keterkaitan antara
pemanfaatan TIK dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik dengan nilai capaian
indeks SPBE tertuang dalam Permen
PAN & RB No. 59 Tahun 2020 tentang
tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
dimana dengan optimalnya
pemanfaatan TIK dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik Meningkatkan
efisiensi dan keterpaduan
penyelenggaraan Pemerintahan
Berbasis Elektronik

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG

reformasi dalam

pemerintahan (ultimate outcome)

Indikator

Indeks RB
(Sesuai PermenPAN & RB Nomor 26
tahun 2020)

Indeks Reformasi Birokrasi
mengambarkan sejauh mana instansi
pemerintah melaksanakan perbaikan
tata kelola pemerintahan yang bertujuan
pada pemerintahan yang efektif dan
efisien, bersih dari KN, dan memiliki
pelayanan publik yang berkualitas.

Belum Optimalnya penyelenggaraan
reformasi birokrasi dan kapasitas
[Aparatur Daerah (RPJMD 2018-2023)
yang dibuktikan dengan Capaian Indeks
RB Pemkab masih rendah. Berdasarkan
Hasil Evaluasi KemenPAN RB atas

/
Penyebab

Reformasi Birokrasi di
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sesuai
surat KemenPAN RB Nomor :
B/311/RB06/2022 Tanggal 7 Maret
2022, menunjukkan capaian Indeks RB
Pemkab Lumajang Tahun 2021 masih
rendah sebesar 58,94 dengan kategori
"cct.

meningkatkan nilai Indeks RB dipengaruhi oleh nilai i
bah

| Keterkaitan hubungan antara indikator Indeks RB dengan Indikator Indeks SPBE tertuang berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun
| 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik dimana salah satu komponen penilaian untuk
indeks SPBE. Hal ini juga berdasarkan PermenPANRB nomor 26 tahun 2020 BAB

Meningkatnya Penerapan sistem pemerintahan berbasis
elektronik (SPBE) (intermedite outcome)

Indikator

Indeks SPBE

(Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB
INomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan
dan Evaluasi SPBE, Nilai indeks SPBE adalah
nilai yang merepresentasikan tingkat
[penyelenggaraan SPBE secara keseluruhan.
Nilai Indeks SPBE merupakan penjumlahan
dari setiap nilai indikator yang dihitung
dengan mengalikan antara nilai tingkat
[kematangan dan bobot dari indikator
tersebut.)

Masih Rendahnya nilai capaian indeks SPBE
dibuktikan dengan Capaian Indeks SPBE
[Tahun 2021

Berdasarkan Hasil Evalusi Sistem

> /
Penyebab

berbasis Elektronik di
Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sesuai
surat KemenPAN RB menunjukkan capaian
Indeks SPBE Lumajang Tahun 2021 masih
rendah sebesar 2,56 dengan kategori

"Cukup".

halaman 23 yang i SPBE telah grasi dan mampu mendorong publik
lebih cepat d
«

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator
Indeks SPBE dengan Meningkatnya
penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK
yang terpadu berdasarkan Peraturan
Presiden RI nomor 95 tahun 2018 Pasal 27
< ayat 2 junto Pasal 28 ayat 4 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Fenomena Masih Rendahnya nilai capaian indeks SPBE dapat
disebabkan oleh Kurang optimalnya Pengelolaan Informasi
Publik. Hal ini sesuai dengan keterkaitan dengan UU nomor
25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.Pentingnya SPBE
salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang
transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin
maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan
pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi Hal ini dimana PD harus Meningkatkan
efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan
Berbasis Elektronik. (Fang, Zhiyuan, “E-government in Digital
Era: Concept, Practice, and Development”, International
Journal of The Computer, The Internet and Management, Vol
10, No. 2, 2002)

publik

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator Indeks SPBE dengan
Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik
berdasarkan Undang-Undang No. 14/ 2008 pasal 7 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dimana penerapan sistem
informasi dan dokumentasi yang baik dan efisien sehingga
dapat diakses dengan mudah berkaitan langsung dengan
penerapan SPBE dimana SPBE itu sendiri memiliki peranan
penting dalam mewujudkan suksesnya keterbukaan informasi

sebagai

Fenomena Masih Rendahnya nilai capaian indeks SPBE dapat disebabkan
oleh belum semua PD memiliki database dan aplikasi yang terintegrasi. Hal
ini mengacu pada perbup no 66 thn 2020 ttg satu data kabupaten lumajang
dan berhubungan erat dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 disebutkan

sumber daya yang

BE. Sumber daya
utama SPBE tentu saja data. Infrastuktur SPBE yang secanggih apapun jika
tanpa dukungan data yang memadai adalah hal yang percuma.

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator
Meningkatnya Penerapan sistem pemerintahan

berbasis elektronik dengan Meningkatnya Layanan
Data dan Statistik Daerah dijelaskan dalam perpres

1039 thn 2019 pasal 2 ayat 2 tentang satu data
indonesia dimana dengan adanya Satu Data
Indonesia ini sejalan dengan Peraturan Presiden
No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah
Berbasis Elektronik (SPBE) dimana Keberadaan
pusat data diharapkan dapat meningkatkan
konsolidasi data sehingga setiap kebijakan

lebih tepat sasaran.

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator Meningkatnya Penerapan
sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan Meningkatnya
Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi
Perangkat Daerah Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2019 pasal 3 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan
Informasi di Pemerintah Daerah dimana Dinas Komunikasi dan
Informatika (Diskominfo) harus melaksanakan program atau kegiatan
Layanan Keamanan Informasi. SPBE terpadu diharapkan menciptakan
proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antar Perangkat Daerah.

> i i i informasi publik| y— > Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah
berbasis TIK yang terpadu (immediate outcome) (immediate outcome) (immediate outcome) A T
Crosscutting : Keterkaitan : i Crosscutting : (Keterkaitan :
Persentase PD pengguna sistem Hubungan variabel Meningkatnya | ! Hubungan variabel Meningkatnya | §
elektronik yang terpadu (dasar : ! : ! | Persentase data statistik yang Crosscutting - (Keterkaitan
Peraturan Presiden RI nomor 95 penyelenggaraan pemerintahan | | implementasi keterbukaan | terintegrasi (dasar : Permendagri
tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 dan lebin berbasis TIK yang terpadu dengan { Persentase ketersediaan informasi publik | informasi publik dengan : Nomor 86 Tahun 2017 Tabel T-A.L Hubungan variabel Meningkatnya
ndicator |lanjut dijelaskan pada bagian Meningkatnya implementasi ndicator yang mutakhir ( dasar : pasal 7 ayat 2 | Meningkatnya Layanan Data dan | ndicator halaman 227 tentang Aspek dan Layanan Data dan Statistik Daerah Fenomena Masih Rendahnya nilai capaian
lampiran Peraturan Presiden RI keterbukaan informasi publik | Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang | Statistik Daerah berdasarkan Pasal | Indikator Kinerja Menurut Bidang dengan Meningkatnya Perangkat indeks SPBE dapat disebabkan oleh Belum
[nomor 95 tahun 2018 tentang berdasarkan pada Undang-Undang | Keterbukaan Informasi Publik) | 26 ayat 6 Perpres Nomor 95 Tahun | Urusan Penyelenggaraan Tingkat daerah yang telah menggunakan optimalnya penyelenggaraan persandian
istem Pemerintahan Berbasis Nomor 11 Tahun 2008 juncto : ! 2018 tentang Sistem : Sasaran (dampak/impact) sandi dalam komunkasi Perangkat daerah Hal ini berdasarkan Peraturan
Elektronik) Undang-Undang Nomor 19 Tahun | ! Pemerintahan Berbasis Elektronik) | Pemerintah Daerah) Daerah berdasarkan pada Perpres Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018
2016 tentang Informasi dan | I | Nomor 95 Tahun 2018tentang pasal 2 dimana Pengamanan SPBE
Transaksi Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis x;‘j::;;;:i‘:’;:f;‘dm dserah
L ; Elektronik pada Bagian ketiga -
dalam mewujudkan keamanan dan
Belum optimlanya pemanfaatan TIK tentang manajemen keamanan ketahanan di ruang siber.
dalam penyelenggaraan informasi pasal 48 dan pasal 49 )
pemerintahan dan pelayanan Belum semua PD memiliki database
publik (Hal ini berdasarkan Kurang optimalnya Pengelolaan Informasi dan aplikasi terintegrasi -
rekapitulasi Laporan tahunan Publik (Hal ini berdasarkan rekapitulasi (Hal ini berdasarkan rekapitulasi data
Fenomena / Sistem informasi perangkat daerah Fenomena / Laporan tahunan layanan Informasi Publil Fenomena / [Admin Portal satu data kabupoaten
Penyebab lyang terpadu pada tahun 2017 Penyebab [ masih 39 PD dari 48 PD yang sudah Penyebab Lumajang yang diperoleh dari Admin
masih 47 PD yang sudah [melakukan pengelolaan informasi Publik Portal data masih 25 PD dari 48 PD
Imenggunakan sistem elektronik [melalui PPID dengan baik) vang sudah terintegrasi dengan portal
[yang terpadu) data kabupaten Lumajang)
[« ing : Terdapat it seluruh variabel i i presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem i Berbasis ik yang bahwa SPBE dil untuk proses bisnis i dan yang efisien, 74 dan i.. Di itu ya dij

v

Meningkatnya

Perangkat daerah yang telah

menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat
Daerah (immediate outcome)

Indikator

Persentase Perangkat daerah
vang telah menggunakan sandi
dalam komunkasi Perangkat
Daerah (dasar : Permendagri
INomor 86 Tahun 2017 Tabel T-A.1|
halaman 228 tentang Aspek dan
Indikator Kinerja Menurut Bidang
Urusan Penyelenggaraan Tingkat
Sasaran (dampak/impact)
Pemerintah Daerah)

Belum optimalnya
[penyelenggaraan persandian
daerah (hal ini berdasarkan belum
dilakukannya Evaluasi Tingkat
Keamanan Informasi pada Dinas
dan Informatika

/
Penyebab

Kabupaten Lumajang sehingga
indeks KAMI untuk Kabupaten
Lumajang masih belum ada
sehingga bisa disimpulkan
Pengelolaan persandian dalam
[menjaga keamanan informasi
tidak berjalan dengan baik.)
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